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PUTUSAN
Nomor : 195/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat
banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Pﬁ%&‘ra

Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah

putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : X
Nama ; MAKSUM JAUHARI, %Sﬁw

Q)
Kewarganegaraan : Indonesia; &)

Pekerjaan : Pensiunan Rl
e
Tempat Tinggal : Jin. S@Paya Dalam Gg. Raya | Nomor 1

S@% Raya, Kab. Kubu Raya Provinsi

A\A‘Kalimantan Barat.; Selanjutnya disebut
>)

PN

%g::} sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING,;.........

MELAWAN

=
N

Nama Jab &n GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;

o, ‘:f%
Te@@edudukan : JI. Jenderal Achmad Yani, Kota Pontianak;---
Q&) Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. BACHTIAR, M.Si Jabatan Kepala Biro
Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;
2. SRI MARTINI, SH Jabatan Kepala Bagian

Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum

Setda Provinsi Kalimantan Barat;------------

Him. 1 dari 10 him. Putusan No0.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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3. ROSIANA, SH Jabatan Kasubbag Bantuan

Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi

Kalimantan Barat;
4. AFRIYAN MURDANI, SE Jabatan
Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan
Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;--
5. HAMSATUN, SH Jabatan Fa@gw fonal

Umum Biro Hukum S%ﬁi%f Provinsi

Kalimantan Barat;

Kesemuanya memi@%eralamat di Kantor
Gubernur Kalimﬁ’%taﬁ} Barat Jalan Jenderal
Achmad Y@E?ontlanak Berdasarkan Surat
Kuasa‘@ﬁusus Gubernur Kalimantan Barat

r\@mr : 180/5208/HK-C,  tanggal, 13

{\3\, Desember 2016;

O
>,
&

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Barat
selaku Pemberi Kuasa merevisi Tim Kuasa

Q‘Q‘y Hukumnya dengan memberikan Kuasa

) Q\?” Khusus kepada :

Q‘V 1. SUHERMAN S.H., Jabatan Kepala Biro

Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;

2. SRl MARTINI, S.H., Jabatan Kepala
Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan
Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda

Provinsi Kalimantan Barat;
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3. ROSIANA, S.H, Jabatan Kabag
Pembinaan Pengawasan Produk Hukum
dan Tata Usaha Biro Hukum Setda

Provinsi Kalimantan Barat;

4. A. MANAF, S.H., Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda
Provinsi Kalimantan Barat;------------=--------

5. AFRIYAN MURDANI, S.E,, «@atan

O
kasubbag Pengamanan dan Pemeli araan Aset
Setda Provinsi KalimantaWr;t; —————————————

6. HAMSATUN, SI—@ batan Fungsional

Umum BlroW kum Setda Provinsi

Kahman %arat

Kesermanya memilih beralamat di Kantor

% rnur Kalimantan Barat Jalan Jenderal
&E& Achmad Yani Pontianak. Berdasarkan Surat

Y
%&Z’” Kuasa Khusus Nomor : 180/0201/HK-C
«Q\:"
\,
&

Qé?a’adllan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-------------------

tanggal 19 Januari 2017; Selanjutnya disebut

sebagai: TERGUGAT/TERBANDING,............

Tﬁ%‘f membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
195/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di

Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor : 195/B/2017/ PT.TUN.JKT.

Tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;--

Him. 3 dari 10 him. Putusan No0.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :

78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017;

4. Berkas perkara Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK yang dimohonkan banding

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ---------------
TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha _RQN%S%%

Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Mare@ yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : %\,
MENGADILI Q?%”
x
DALAM EKSEPSI : &‘ﬁé;w
“‘f:m
- Menyatakan Eksepsi Tergugat tlda&) rima;

DALAM POKOK SENGKETA : (\\?\?

@ff?”

1. Menolak gugatan Penggugat’seluruhnya ;

2. Menghukum Pengg@ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

384.000,- (Tlggé?ﬂs delapan puluh empat ribu rupiah) ;

‘ \ Jtusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada,\r@@gal 21 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding

d@@‘&uasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana dalam Akta
Permohonan Banding Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tertanggal 31 Maret

2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Him. 4 dari 10 him. Putusan No0.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

tertanggal 3 April 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding
tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada

pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2017,

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding terseb%\i@da
pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan &g&a ’Usaha
Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal A‘QENMaret 2017
dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim P@g diian Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan se@i berikut ; --------=-=-------
,é,% %

MENGA @Q"

N\ ¥
Dalam P d *\b*
o alam Fenundaan . -
aé\j?“’

1. Mengabulkan perm@?ﬁén penundaan yang diajukan oleh

Penggugat untt{%&uruhnya;
2. Menyataka@nunda pelaksanaan daya berlaku surat keputusan :
a. S’/%Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh
S

ekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10

v
Q@;ﬁ%} Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; ---
>
4% b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28

Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas;--------------------
. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------

2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tergugat :----------
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a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani
Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-G tanggal 10
Oktober 2016 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas; ---

b. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditandatangani
Sekretaris Daerah Nomor: 028/3718.1/BPKAD-G tanggal 28

Oktober 2016 perihal Penyerahan Rumah Dinas; -------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Gubernur Kalimantan Barat yang ditand@zni

Sekretaris Daerah Nomor: 028/3504.1/BPKAD-§§,‘aﬁggal 10
Oktober 2016 perihal Permohonan Pembeli/an%ur“hah Dinas;

b. Surat Gubernur Kalimantan Barq;@%g ditandatangani

Sekretaris Daerah Nomor: 028/3N§%BPKAD—G tanggal 28

Oktober 2016 perihal Penyera@%%umah Dinas; ---------=--=-=----

) ¥
4. Menghukum Tergugat untuk‘@hbayar seluruh biaya yang timbul

¥
Bahwa Kuasa Terglgg/i%erbanding telah mengajukan Kontra Memori

/

dalam perkara ini;

Banding tertanggafli\uli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 Juli 2017 dan telah diberitahukan

gat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2017 ;

A&QN\H Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada

)
pokoknya menyatakan sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 dan

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;--------------------

HIm. 6 dari 10 him. Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor

78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ini ; ------

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersegzg%ta
telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, ma@‘f@%?asmg

diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat bej%(as perkara

A

tertanggal 18 April 2017,
{Xi ‘
TENTANG PERTIMBANG%\ KUM

Menimbang, bahwa putusan Penga@gf*s’rata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK yang d@i%ﬁon banding, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk myn pada tanggal 21 Maret 2017 dengan
dihadiri oleh Penggugat/Pembanq:éf\}an Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-

Menimbang, bg{@}erhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Y
Pontianak Nomo@@?G/ZOlG/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017, Penggugat/

Pembanding{%[xrmengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2017;-----------

Q@X\lmbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan
b@?&?z yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 31 Maret 2017
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017, maka pengajuan permohonan
banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari

Penggugat/Pembanding dapat diterima;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78G/2016/
PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017 beserta seluruh berkas perkara
sebagaimana dalam bundel A dan bundel B yang terdiri dari : Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/ PTUN.PTK
Tanggal 21 Maret 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, Kesimpulan,
memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yan@%it

perkara ini; @

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratz*g\ﬁ%élis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada | hau%elasa tanggal 10
Oktober 2017 sepakat bulat berpendapat : bahwé{%’kta fakta hukum yang
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim R %j‘gadllan Tata Usaha Negara
Pontianak sudah merupakan fakta- fak@%?&ng tidak dapat terbantah lagi
sehingga Majelis Hakim pada Pen@@ﬂ}n Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

mengambil alih seluruh pe&m%angan tersebut sebagai fakta pada

pemeriksaan di tingkat b%zgﬁg,

Menimbang, é%\wa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
Tingkat Bandm?@hemlal pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis

Hakim Tl@at Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya putusan

ters@&}ams dikuatkan;

m
\ Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari

Penggugat/Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor : 78/G/2016/PTUN.PTK tanggal 21 Maret 2017

yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-

Him. 8 dari 10 him. Putusan No0.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding
dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat

peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana

tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambalg%!gn
dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakm\} alam

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratura@‘i"p’erundang

undangan lain yang terkait dengan sengketanya ; % :
MENGADIUQQ}”
\
- Menerima permohonan banding Peng&ggat/Pembandmg, --------------
- Menguatkan Putusan Pengadﬂ@?"rata Usaha Negara Pontianak

Nomor : 78/G/2016/PTU1\P§;I'K) tanggal 21 Maret 2017, yang

dimohonkan banding %\%’but

- Menghukum Peng@t/Pembandmg untuk membayar biaya perkara

pada dua tlgg@ pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan
N

A,

sebesar. Rﬁ*ZSO 000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------

O

De@nlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis
Hak@%%ngadllan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Selasa
tﬁggal 10 Oktober 2017 oleh kami: SASTRO SINURAYA, S.H., Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua
Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO , SH., MHum., dan SIMON PANGONDIAN
SINAGA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 12 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

para Hakim Anggota serta dibantu oleh: LALA DEWI, S.H., M.H., sebagai

Him. 9 dari 10 him. Putusan No0.195/B/2017/PT.TUN.JKT.
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Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,

tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.
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